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"Justice is the first viftue of social institution, as truth is of
sysfern of thought. A theory however elegant and economical
must be rejected or revised if it is untrue; lìkewìse laws and
institution na maUer how effrcient and well-ananged must be
reformed or abolished if they arc untrue,"

(John Rawls, 1971)



ABSTRAK

Aspek sosial yang membatasi hak individu merupakan nilai yang
harus ada pada hukum yang berlaku di lndonesia, termasuk hukum paten.
Sehubungan dengan kewajiban lndonesia untuk mengaplikasikan standar
pada Persetujuan TRlPs, regulator tidak bebas menyusun substansi UU
Paten 2001. Penerapan standar internasional pada UU Paten 2001
potensial bermasalah bagi kepentingan masyarakat lndonesia oleh karena
kondisi dan kebutuhan yang berbeda terutama bila diterapkan secara
legalistik. Untuk menanggulangi masalah tersebut perlu dilakukan kajian
mendalam mengenai asas hukum yang seharusnya menjiwai sifat
kepemilikan pada paten.

Patokan yang digunakan untuk mengkaji faktor ideal pada asas fungs¡
sosial pada paten adalah Pancasila, UUD 1945, Teori Keadilan John Rawls,
teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dan gagasan Hukum
Progresif Satjipto Rahardjo. Patokan untuk mengkaji faktor ril asas fungsi
sosial pada paten adalah norma pada paten dan hukum benda yang berlaku
umum.

Penel¡t¡an ini menggunakan metode penel¡tian yang bersifat normatif,
karena mengacu pada norma-norma yang terdapat dan seharusnya ada
pada hukum paten khususnya aspek kepemilikan pada paten. Analisis untuk
mendapatkan asas fungsi sosial pada paten dan substansinya dilakukan
dengan metode yang bersifât kualitatif dengan cara berpikir bersifat deduktif
dan induktif.

Hasil kajian memperlihatkan bahwa terdapat sifat esensial pada paten
yakni aspek kepentingan masyarakat yang membatasi hak pemegang
paten. Pembatasan hak individu atas hak milik merupakan suatu asas pada
kepemilikan benda yang bersifat universal. Esensi paten yang dibatasi oleh
aspek kepentingan masyarakat, dapat disebut asas fungs¡ sosial pada
paten. Karakteristik asas hukum tersebut, adalah keseimbangan antara hak
individu dengan masyarakat, perhatian terhadap pihak yang lemah dan
kehendak untuk mewujudkan keadilan sosial. Nila¡ tersebut perlu ada pada
proses pendaftaran paten, selama perlindungan paten dan setelah
perlindungan paten berakhir.

Dengan menggunakan asas tersebut sebagai patokan untuk
mengkritisi UU Paten 2001, diperoleh sejumlah pasal pada UU Paten 2001
yang potensial bermasalah terhadap kepentingan masyarakat. Manfaat
penggunaan asas fungsi sosial pada paten sebagai patokan bagi penerapan
UU Paten 2001 agar terdapat keadilan bagi pemegang paten dan
masyarakat. Manfaat penggunaan asas hukum tersebut sebagai patokan
bagi pengembangan hukum paten lndonesia adalah untuk mewujudkan
sistem hukum paten yang dapat menjawab kebutuhan globalisasi dan
bersifat adil.

Kata kunc¡ : paten, pemegang paten, asas hukum, fungsi sosial,
kepentingan masyarakat, keadilan



ABSTRACT

Socla/ aspecfs that set l¡m¡tations to individual rights are the values
that need to ex¡st in lndonesian laws, including patent laws. Due to the
obligation to apply TRIP's agreemenl standards, lndonesian legislators could
not independently compose fhe subsfance of the Patent Law of 2001. The
application of international sfandards on the Patent Law 2001 , espec¡ally
when applied in a legalistic way, may cause potential problems to the
Indonesian public interests because of the d¡fferent conditions and needs.
To deal with that problem, it is important to conduct an in-depth study of the
Iegal princ¡ples wh¡ch are supposed fo inspire the ownership of a patent.

The standañ norms applied in examining the ¡deal factors of the legal
principles of a patent's soc¡al funct¡on are Pancasila, UUD 1945, John
Rawls' Theory of Justice, Mochtar Kusumaatmadia's Theory of Development
Law and the idea of the Progressive Law of Satiipto Rahañio. The standard
norms applíed in examining the rcal factors of the legal principles of a
patent's social function are the norms of patent and propeñy right laws which
are used in general.

This study employs the normative method because ¡t refers to the
norms wh¡ch exist and need to exist in patent laws, especially the ownership
of patent. The analys¡s to obtain the legal pr¡nciple of a patent's soc¡al
funct¡on and,ls suösfance is done using a qualitative method with deductive
and inductive apprcaches.

This study ¡ndicates that thete is an essenf,al characteristic of a
patent, namely the publ¡c ¡nterest aspect, which l¡mits the rights of patent
holders. The limitation of ind¡v¡dual rights on propeñy nghfs ¡s a universal
legal prínciple of property rights. The essence of patent which is limited by
publ¡c interests can be said to be the soÇial funct¡on of patent. The
characteristics of this legal princ¡ple are the balance between ¡nd¡v¡dual rights
and society tights, the attent¡on fo fñe /ess advantaged and a desire to
realize social justice. These values need fo exlsf on patenl registration
processes, for the duration of the patent protect¡on and after the term¡nation
of the patent rights.

By using the above princ¡ple as the standard to criticize the Patent
Law 2001, I have discovered a number of añicles of the law which may
cause potential problems to public lnferesfs. The benef¡t of using the legal
principle of the soc¡al funct¡on of patent as the standard for the applicat¡on of
the Patent Law 2001 is to obtain justice for both patent holders and the
society. The benef¡t of us¡ng this legal pr¡nc¡ple as the standañ for the
development of patent laws in lndonesia is to actualize a patent law system
that is fair and capable of meeting globalizat¡on needs.

Keywords : patent, patent holder, legal principle, social function, public
interest, justice



PENGANTAR

Frasa fungsi sosial kerap bahkan senantiasa menjadi pasangan

dalam menelaah mengenai hak milik, karena fungsi sosial membatasi hak

individu. Hal yang tak lazim terjadi pada bidang HKl. Kata fungsi sosial

tidak terdapat pada semua perundang-undangan HKr. lstirah itu pernah

digunakan pada (eks) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang

Hak Cipta, namun dihapuskan, bahkan banyaknya pelanggaran hak cipta

dí lndonesia seolah-orah menyarahkan konsep fungsi sosiar pada undang

undang tersebut.

Pada Undang undang paten pun terjadi hal yang kurang lebih

sama. Kata fungsi sosial yang dipakai pada (eks) Undang Undang Nomor

6 Tahun 19Bg Tentang paten hilang begitu saja dengan lahirnya Undang

Undang Paten 2O01 yang menghapus Undang Undang Nomor 6 Tahun

1989 berikut amandemennya. Hal ini memacu keingintahuan penulis,

apakah dalam bidang paten terlebih pada masa sekarang ini, fungsi

sosial bukan hal yang relevan untuk membatasi hak pemegang paten.

Terselesaikannya disertasi ini tidak akan terwujud tanpa karunia

dan kasih Allah Yang Maha Baik, sehingga patutlah penulís bersyukur

atas karunia llahi ini. Di samping itu terseresaikannya peneritian dan

penulisan disertasi ini bantuan banyak pihak. Merarui media kecil ini

penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan

kepada Bapak, lbu, Saudara dan Saudari yang telah memberikan

perhatian dan bantuan kepada penulis selama ini.
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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada penelitian ini akan dilakukan telaah mengenai asas fungsi

sosial pada paten, yaitu nilal-nilai yang memperhatikan aspek kepentingan

masyarakat sehubungan dengan keberadaan hak eksklusif pemegang

paten.

Asas hukum merupakan pengertian dan nilai yang menjadi titik tolak

berpikir tentang hukuml. Pada asas hukum terkandung nilai dan tuntutan

etis.z Oleh karena itu asas hukum merupakan unsur ideaf dari hukum3.

Aspek kepentingan masyarakat dalam hal adanya hak individu atas

suâtu objek hukum merupakan suatu nilai yang seharusnya ada pada

norma hukum khususnya norma hukum mengenai hak milik di lndonesia.

Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD

'1945) sebagai sumber dari asas-asas hukum dan peraturan perundang-

undangan di lndonesia, mengakui dan menghargai harkat manusia

sebagai individu. Di samping itu, dalam pandangan Pancasiìa manusia

senantiasa hidup terikat dengan masyarakainya sehingga hak manusia

tidak dapat dilepaskan dari kewajibannya terhadap masyarakat. Nilai

kemanusiaan yang terdapat pada Pancasila kiranya merupakan sumber

I l-ilìât Tlìco Iluijbcrs, lil.rz/at 1ñ¡lc¡¡r¡, Kaltisitts, YogyakaÍâ, Cetâkârì keliga, l995,hhlì81.
2 Lihat Sâtlipto Rahardio, 1/¡n¿r IhlcLnn,I''l' Cilrtt Adilyâ llâkti, Cctakalt kclim¡, 2000, lúrn 45
3 Lilì¡t lebih larrjut , Soerjono Sockartto dan Sri Mittttrtcllt. l) cnc.liliou llul{tun Nor lQli.[, Stlalu

'l'itl¡ù on,\¡nglftll, P'l' Raja Grafi ndo Pcrsada, Cctakatl kccn¡rrt. 200 I , hlrl I 4 dan lr ltrt 62
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bagi norma hukum mengenai kepemilikan pada paten di lndonesia,

Sejalan dengan pandangan Pancasila, asas hukum pada paten juga

seharusnya memperhatikan aspek kepentingan masyarakat atau fungsi

sosial. Dengan perkataan lain asas fungsi sosial pada paten merupakan

seperangkat nilai yang menjadi titik tolak berpikir dalam hukum paten

terutama dalam kepemilikan pada paten. Asas Ini sejatinya merupakan

landasan dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

(selanjutnya ditulis UU Paten 2001).

Dari segi teoritis, John Rawlsa mengajarkan bahwa seluruh nilai-

nilai sosial didistribusi secara sama, kecuali bilamana distribusi yang tidak

sama memberi keuntungan bagi semua orang. Ketidaksamaan tersebut

harus diatur supaya ketidaksamaan menguntungkan bagi orang yang tidak

beruntung. Nilai yang dapat diambil dari teori ini antara lain, dalam hal ada

situasi di mana masyarakat benar-benar membutuhkan ketersediaan

produk yang dilindungi oleh paten (tidak mungkin dihindari), maka hak

individu yang diakui oleh hukum perlu dibatasi.

Berbeda dengan lazimnya proses pembuatan undang-undang yang

isinya disusun dan ditentukan sendiri oleh badan legislatif supaya isi

undang-undang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, isi peraturan-

peraturan perundang-undangan dalam bidang Hak Kekayaan lntelektual

(selanjutnya disingkat HKI), termasuk UU Paten 200'1 tidak bebas disusun

dan ditentukan oleh pembuat undang undang lsi peraturan perundang-

undangan tersebut wajib memenuhi standar yang ditentukan dalam

I Lilut Jolìrì Râl\'ls, A'l'hectr.v of../uslice \levisetl lidilion,l{arvarcl (Jnivcrsity Prcss. Calrbrulgc
Mâssâclìusetls, Cc{âkân kceilam, 2003 tclularlla padu hlur l3



BAß I PEN'DAI.IULUAN

sebuah persetujuan internasional yang merupakan bagìan (annex) dari

Persetujuan Pembentukan World Trade Organization (selanjutnya

disingkat WTO), yang disebut Persetujuan Trade Related aspecfs of

lntellectual Propefties. (selanjutnya disingkat TRIPs). Penerapan standar

internasional pada UU Paten 2001, potensial menimbulkan masalah

mengenai keberpihakan isi peraturan yang dikandungnya bagi

kepentingan masyarakat lndonesia, terutama bila diterapkan atau

diinterpretasikan secara legalistiks.

Sejalan dengan kenyataan ini, diperlukan telaah mendalam

terhadap asas hukum yang seharusnya menjiwa¡ kepemilikan pada paten.

Tujuan analisis terhadap asas fungsi sosial tersebut, agar asas ini dapat

dipakai sebagai pedoman dalam melakukan kritik atas isi pasal-pasal UU

Paten 2001, selain itu asas ini juga dapat dipakai sebagai pedoman dalam

penerapan UU Paten 2001 dan pengembangan hukum paten lndonesia

yang adil baik bagi pemilik maupun bagi masyarakat lndonesia yang hidup

di tengah-tengah masyarakat internasional pada era globalisasi.

lsi UU Paten 2001 secara umum mengatur mengenai hak eksklusif

pemegang paten6, kewajiban pemegang paten, berikut objek yang

termasuk dalam ruang lingkup paten. Objek paten meliputi cara kerja baru

5 Istilâlì legâlistik sering pula disebut legistik, yâng berarti pernfsimn dcngân sernâta-mala
nrengacu ¡rada âpa yang tertulis pada rurdang-undang þositivistik), tidak lnelilul rmhìa dibâlik
nunusân porâturan perundang-undangaì.

6 Pernegang palen sering dibedakan menjaclì pernega g paton dorùestic darr pcr cgâng pâten asing.
Pernegang patclì. dolnestik adalah subjek hukrun pemegang patelr yanÉl stâ1us lìul(llllxlyâ âdîlalì
orang berkervargartegaraan Indonesia atâüpun badân hukurn Lrdonesia. Pcmegaug pâterì asirìg
adalah subjek hukun peinegarrg patcrì yâlìg statùs hukumrt¡,¿ bukan iudividu
berkelvarganegarital ludoncsia âtaupurì badan hukurn hrdonesia. Berdasarkan UU Pâtcn 2001,
pcrurohonau pâtcrì dapât dilakukan oleh siapapun, temusLrk olclt Warga Ncgara Asìng yalg
bukau pcnduduk Iudoucsia dan llrclan l{Lrkurn Asing yaug tìdak l¡crkcdudukan hukum di
Inclolesia.
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dalam bidang teknologi, sementara hak pemegang paten berupa hak

eksklusif untuk mengeksploitasi sec€ra komersial objek tersebut selama

jangka waktu 20 tahun.T Setelah masa 20 tahun berakhir, hak pemegang

paten berakhir. Objek paten tidak lagi dalam penguasaan pemegang

paten, namun menjadi domain publik (public domein)8. Hal ini berarti

dengan berakhirnya masa perlindungan paten, masyarakat secara bebas

dapat menggunakan, memproduksi dan mengeksploitasi hak yang semula

dilindungi patens.

Pada dasarnya hak eksklusif yang diberikan negara kepada

pemegang paten merupakan imbalan atas kerja inventor dalam

menghasilkan invensi baru. Dibutuhkan waktu, biaya dan pemikiran yang

tidak sedikit untuk menghasilkan invensi. Cara kerja baru ini berguna dan

dibutuhkan masyarakat, sehingga produk yang dihasilkan dari cara kerja

baru ini memiliki nilai ekonomi.

7 Objek pâten adalah invensi yang dihasilkan invellor. Dalarn Pasal (1) butir 2 disebutka¡r bahwa
invensi adalah ide irNentor yaug dittrangkan ke dalam sùâh.r kegiafân pemecahan masalah yang

spesifìk di bidang teknologi dâpat berupa produk atåu ploses, atâu penyetnpumaatt dan
peugeurbaÌgan produk âlâu proses. Penguasaat âlâs objek ìlateiì letscbul berdasârkau Pasal (l)
junclo Pasal (8) bersifat cksklusif uutlk jarrgka waktu selalna 20 talìun. Scbenanrya lidak sernua

pcrlindurgan paten berlargsurg selâlna 20 tahùn. Ada objck patert yang dinarnakan palcn

sederhana perlindungan hukumnya selarìÈ 101âhun, namun pada urnumnya dalam perbincangan

nengemi pâtcn, objek pâten yâng rncnjadi sorotân âdalah påten pada uurumtrya tidak secârâ

khusus meluasukkarì objek paten sederhzru, sehingga pembicaran melìgenai perlindungan patcrì

acapkali hanya disobutkân 20 tâhurì yakni ùntuk objek patolt padâ umurrulyâ.
8 Donrairr publik þublic donein) berâfí objek tidak berada dalam kepernilikan individù, sehi ggâ

dapat dioksploitâsi secara kornersial olelÌ rnasyârakat secara bebas, tanpa nremerlükâll ijin dari

siâpâpùn. Lilìat juga penjelasan puhlic do ein oleh Agus Sardjono dalarn ltak Kekayaan

Inteleknpl dan Pengetahutt kadriottal, PT Alumni, Bandung, 2006, hlln 16: "... urerupakan

puhli( domei sehingga siapa saja (individu) bebas unhrk mengeksploitasi dan meugotnersialkatt
untuk kcùn1trìgâlì diri seldiri."

e Lihat penjelasart Oatherine 7a.y ,Su'ee K¡an d¿lam A Guide 'l'o Prolecling Your ldeas,

Int,ent ìons,'li'ode l¡,larks & Protlt.tcts, 'l.ilne Books Ilttomal iorìâ1, Singapore. Ku ala l-urtìpÌrl, I I97,
lrlrrr 32: " Once the palenl lern ha,'^ arpired, the invetlliott .[.1lltì i lo the PLtl)lic donrcit¡ attd
onltona is rt'cc lo use il \t,ilhout lhe con.\enl of lhe palenlee."
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Banyak hasil kerja para inventor dari masa ke masa masih terasa

kegunaannya hingga kini. Misalnya, teknologi komunikasi dan transportasi

canggih masa kini, mungkin tidak terwujud bila iidak ada orang yang

mendedikasikan waktu, biaya dan pikiran untuk kemajuan teknologi

tersebut.

Di samping pemberian hak eksklusif kepada pemegang paten, sifat

kepemilikan yang diberikan pada pemegang paten berbeda dengan

kepemilikan benda pada umumnya / benda berwujud. Kepemilikan pada

paten hanya untuk sementara waktu, setelah masa kepemilikan berakhir,

cara kerja tersebut menjadi domain publik.

Sekalipun perlindungan hukum yang bersifat eksklusif kepada

inventor (pemegang paten) perlu diberikan, tetap menjadi persoalan

bagaimanakah sebaiknya pengaturan mengenai lingkup hak eksklusif

tersebut. Apakah di dalam UU Paten 2001 hak yang diberikan kepada

pemegang paten dilengkapi dengan kewajiban yang seimbang, sehingga

pade hak individu juga terkandung nilai yang memperhatikan aspek

kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan pemberian hak dan kewajiban kepada pemegang

paten, perlu dikaji secara saksama apakah kepentingan masyarakat

sebagai pihak yang wajib menghormati hak pemegang paten menjadi

kurang terperhatikan, bahkan terlanggar kepentingannya sehubungan

dengan lingkup hak eksklusif yang dimiliki pemegang paten atau

sehubungan dengan kewajiban pemegang paten yang tidak dilaksanakan.



UU Paten 2001 mengatur hak dan kewajiban pemegang paten di

lndonesia, antara lain ada pengaturan tentang lingkup hak pemegang

paten, sebaliknya juga ada pengaturan mengenai kewajiban untuk

melaksanakan paten dan sanksi bila hal tersebut tidak dilaksanakan. Patut

dipersoalkan dan ditelaah lebih lanjui apakah hak yang diberikan

sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apakah

perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang paten

memperhatikan kepentingan masyarakat lndonesia secara keseluruhan

ataukah perlindungan hukum tersebut justru berpotensi melanggar

kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Di samping itu, UU Paten 2001 juga mengatur mengenai objek

yang tidak dapat diberikan paten. Apakah undang-undang ini

memperhatikan aspek kepentingan masyarakat atas invensi yang dapat

diberi paten dan tidak bisa diberi paten, juga apakah aspek kepentingan

masyarakat menjadi perhatian setelah masa perlindungan paten berakhir

sehingga masyarakat dapat menggunakan secara bebas objek yang

semula mendapatkan perlindungan hukum tersebut.

Uraian berikut memperlihatkan beberapa alasan yang menjadi latar

belakang mengapa telaah mengenai asas fungsi sosial pada paten perlu

dilakukan:

Pertama, materi yang terdapat di dalam UU Paten 2001 tidak

sepenuhnya dibuat atas inisiatif dan dengan kebebasan pembuat undang-

undang. Sebagar anggota WTO, lndonesia harus membuat Undang
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Undang Paten sesuai standar yang telah ditentukan pada Persetujuan

TRlPs.r0 Hal ini mengakibatkan fndonesia tidak memiliki kebebasan untuk

menentukan isi Undang Undang Paten 2001 yang merupakan peraturan

nasional lndonesia. Misalnya lndonesia tidak lagi bebas menentukan

jangka waktu perlindungan paten, sebab Persetujuan TRIPs mengatur

jangka waktu perlindungan paten selama 20 tahun.

Rumusan yang dituangkan dalam Persetujuan TRIPs berasal dari

berbagai negosiasi politik. Negosiasi yang menghasilkan kesepakatan

pada Putaran lJruguall , khususnya kesepakatan mengenai TRIPs bukan

negosiasi yang seimbang. lsi kesepakatan condong memihak pada

kepentingan negara maju, seperti dikemukakan oleh Mafin Khor :

"According to several analyses, the agreement that emerged out of
the Uruguay Round establishing the WTO has been an unequal
treaty, and the WTO agreement and system (including the decision'
making system) are weighted against the rnferesfs of the South."''

Dalam negosiasi tersebut tampak muatan kepentingan negara maju

yang sebagian besar membutuhkan perlindungan hukum paten di negara

lain (termasuk lndonesia) bagi warga negaranya ataupun perusahaan

yang berbasis di negaranya. Bahkan, pemerintah negara-negara tersebut

r0 P¿da korsiderans d¡n tIu 200l tefulis antara lain bahrv¿ sejalon dengan ratijkasi Inrlonesict

pqda perjãnjian internas¡ondl, perkernbangan lekrologi, indust¡i, dan perdagattgar yarg
sernakin posat, diperlukal adanya Ulrdang Undang Paten yang dâpat lnernberikâ perliuduttgau
yang wajar bagi luveirtor. Pada bagian Peljelasan Utnum uudang-untlrtrg irti juga disebutkan

balrwa perlu adarrya perubahal undaug-undang palell karenâ nusilì âdâ beberapa aspek dalant

Persetujuan 'l'll[Ps s'ang behrn lerlampung (hnrl.rl tniring olelt penulis- CRB).
rr Putalan [,/r¿glay nempzkan nanra bagí pcrsetquârì lingkât mentori yang diadahar olelt negara-

regâftì peserlâ (íenerol Agrenntettt T'ariff and 'l'r'ade (G,'17"1) yang dilal.lgsungkan di pada lahurt

1993. Dari rlngkaiau yang dilikukan pada putaran ini, dihasilkatt kcputusau tnengcttai

perìÌbcrìtukan ll/orld 7i'ade Organisalion fI4l7O). Salâh satu hasil dari pcriar!iln penìbcnlukârl

LI40 ili adalah pcrsetuiuau urcngcnai 7lllllr.
r2 Marlirr Klro¡, Glohalizalion and lhe ,\oulh, Tl¡,ird World Nclwork, Malal'5¡¿, 2000, hlrtr ?.
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lebih menyuarakan kepentingan perusahaan-perusahanl3 yang

menginginkan perlindungan paten yang kuat (pemberian perlindungan

yang lebih memihak kepada kepentingan pemegang paten) baik di dalam

negeri maupun di luar negeri, karena negara juga memiliki kepentingan

besar atas pemberian perlindungan yang lebih memihak kepada

kepentingan pemegang patenra.

Dalam Putaran Uruguay tahun 1993, diadakan negosiasi untuk

menurunkan hambatan dagang antar negara. Salah satu bidang yang

diperjuangkan dengan keras adalah bidang HKI yang kemudian

menghasilkan persetujuan TRlPs. Jika pada banyak bidang dilakukan

liberalisasi perdagangan, dalam.bidang HKI justru sebaliknya. Pada bidang

ini dilakukan pengetatan dengan kewajiban mengikuti standar pengaturan

yang telah ditentukan dan pemberian perlindungan hukum yang lebih

memihak kepada pemegang paten. Padahal, menurut Joseph E. Stiglitz:

"Pengetatan perlindungan HKI nyata-nyata cuma menguntungkan
segelintir pihak (perusahaan farmasi) dan membuat banyak pihak
lain makin merana (mereka yang semestinya bisa membeli obat).
Tak perlu diragukan bahwa perusahaan Amerika akan mak¡n
makmur, namun perlu diragukan apakah negara berkembang juga
akan ikut makmrrr" 1s

13 Penrsahaan yârlg terutâmâ rnerniliki kepentingan âtâs kuâúìya perlindungan pâfen, adâlah
perusalÌâar Îa¡nrasi. Sebelurn bcrlakurya 77ì1Ps, di banyak negara terulâmà reg¿ìrâ-regârâ
bcrkernbang, irvensi di bidang fannasi tidâk teünâsuk dalam bidang ya g dapat dilindungi
pâteu.

rn Lihat ¡uga lgrntius llarya o, Copyleft... Copyv,rong Neolíberoli,vne dan Masqlqh Copyrighr
artikcl pada Neolibcralisrne, dalani L Wibowo dan Francis Wâhono (editor), Cindelaras Puslaka
Rakyât Cerdas, Yogyakârtå, 2003 hlm 158-159 darì Joseph E. SltgliIz.,Dekade Ke^"erakthan
lira'90-an dan Ay'al Mula Petalø likononi l)wia, pcnerjemah, Aan Suhaeni, Marjin Kiri,
Serporrg, Celakan pofârrla, 2006, ltlr1220-221. Perlildulgan yang nengacu pada peilildungal
lebih rncnipcriratikalì kepâdâ pcrnegaug paten dibaudingkan pcrlìâtiân kcPacla rnasyalakal,
disebut juga perlindurìgâr yang küaf..

r5Josc¡rh E. Strglilz, ibicl hLn. 221-222
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Martin Khor mengkritik hasil negosiasi Persetujuan TRIPs dengan

menyebutkan bahwa TRIPs merupakan kekalahan negara-negara Selatan

yang paling akut (mosf acutely) dibandingkan persetujuan-persetujuan lain

dalam Putaran Uruguay, karena pada Persetujuan TRIPs negara-negara

Selatan wajib meng¡kuii standar peraturan perundang-undangan mengenai

HKI yang sama dengan negara-negara Utara, meskipun kemampuan dan

kepentingan kelompok negara-negara tersebut berbeda dengan kelompok

negara-negara industri.l6.

Kekuatan politik negara-negara maju (terutama Amerika Serikat)

dalam mempengaruhi standar pengaturan paten pada Persetujuan TRlPs,

menghasilkan peraturan paten yang memberi perlindungan hukum yang

kuat kepada pemegang paten. Oleh karena isi UU Paten 2001 harus

mengacu pada Persetujuan TRlPs, sifat perlindungan tersebut, juga

berdampak pada UU Paten 2001. Hal ini menimbulkan persoalan apakah

perlindungan hukum yang lebih berpihak ke pada pemegang paten,

potensial bermasalah terhadap kepentingan masyarakat lndonesia, sebab

perlindungan hukum kepada pemegang paten berupa hak eksklusif untuk

mengeksploitasi secara komersial atas paien yang dimiliki, berhadapan

langsung dengan kewajiban masyarakat lndonesia untuk tidak

menggunakan, memproduksi, menjual dan melakukan impor atas produk

yang dilindungi paten tanpa ijin pemegang hak.

Uraian berikut memperlihatkan beberapa contoh isi UU Paten 2001

yang memberikan perlindungan yang lebih memihak kepada pemegang

16 Marlin Khor, op clt, hlnì:ì5
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paten khususnya pemegang paten asing ciengan kapital besar

(perusahaan trans-nasional):

Pasal 17 ayat (2) UU Paten 2001 memberi kemungkinan kepada

pemegang paten untuk tidak melaksanakan/memproduksi objek

patennya di lndonesia.lT Dengan alasan ekonomi, pemegang paten

diperbolehkan untuk tidak memproduksi barang yang produk/proses

kerjanya diberikan perlindungan paten di lndonesia. Tindakan

memasukkan/impor produk yang dilindungi paten ke lndonesia,

sudah termasuk ke dalam kategori pelaksanaan patenl8.

Salah satu tujuan penting mengenai pelaksanaan paten di negara

pemberi perlindungan paten terutama di negara-negara

berkembang adalah untuk kepentingan investasi dan pengalihan

teknologi di negara tersebut. Pemberian arti impor sebagai

pelaksanaan paten menguntungkan pemegang paten, karena

kewajiban pemegang paten berkurang, yang bersangkutan tidak

wajib membangun industri di negara lndonesia.

Peraturan seperti ini menguntungkan pemegang paten asing

terutama perusahaan-perusahaan transnasional, karena mereka

t? Ini sejalan dengan Pasal 2T Persetûjuan TRIPs. yang merryebutkal bahwa perl¡rdulìgan pâten
diberikal tanpa mernpersoalkan apakah paten terscbut diproduksi di dalarn negeri atau di iurpor.

18 Isi pasal tersebut beúedâ dâri isi perâlurâlì urtuk rnâteri yâng sâma pada (eks) Undang Undang
Nolììor 6 Tåhun 1989 tcnl¿ng Pateir. Berdasa¡kan undaug-rndang paterì lana tersebut, pemegâng
paten l,ajib melaksânakan pâterurya di Indolesia, delgal sanksi pernbât¿¡larì lìak pâtcu bilâ lidâk
dilaksanakan selarna 4 1ah0n. (EkÐ Pasâl 94 âyâl (l)â Uudang Undang Pater 1989: "Pâlcn
dinyatakan bâtâl demi hukurn olch kaltor Patcn dalânì hal; a. tidak dilaksanakan daÌam jalgka
wâktu erùpat puluh delapa.u bulal sejak langgal ¡renrberi:ur pâten. Ulldallg-undang iui
diaurandemen rnelalui Undang Ulldaug Nomor l3 'l'ahun 1997 tcnt¿ìng Pcnbaharì alâs UndaÌìg
lJldalg Nouror 6'l'altun 1989 terìlâng Patcn. Kedua Lrndang-undang iri tidak bcrlùu Iâgi sejâk
bellahunyur UU Pâten 2001 .

10
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dengan mudah memenuhi persyaratan pelaksanaan paten, yakni

cukup dengan melakukan ekspor produk yang dilindungi paten dari

negara lain (negara produsen) ke lndonesia.

Akibat dari isi peraturan tersebut, manfaat atas pemberian

perlindungan paten kepada pemegang paten asing bagi

masyarakat lndonesia kurang dirasakan. Masyarakat lndonesia

lebih pada posisi wajib menghormati hak pemegang paten asing,

namun keuntungan masyarakat dari pembangunan industri

sehubungan dengan adanya paten tidak ada.

Kenyataan ini berbeda dengan kondisi pemegang paten domestik

yang lingkup usahanya hanya di lndonesia.le Bagi pemegang paten

domestik seperti ini, kewajiban pelaksanaan paten berarti

membangun lndustri di lndonesia, karena produk patennya belum

tentu diproduksi yang bersangkutan di luar negeri, karena akses

yang lebih sempit dan modal yang lebih kecil pula (dibandingkan

perusahaan trans-nasional)

Dengan kata lain, kategori impor sebagai pelaksanaan paten lebih

dapat dinikmati oleh pemegang paten yang memiliki modal besar

(umumnya pemegang paten asing / perusahaan-perusahaan trans-

nasional) dibandingkan pemegang paten domestik yang memiliki

modal kecil.

re I'crucgaug ¡ratcn dornesfik bisa benrpa penrsahaan bcsar yang rncmlafltrrkal 1)ulâ patenlìya di luar
ncgcrÌ schilgga dapat rncmproduksi pateu di salah satu lìcgarâ terìU)¿l pâtcrì didâllarkân, tctapi
pomcgâug pâtcn donìcstik dâpat pula bcrupa pemsahaan kccil yang harya lrendaflarkau
l)iìlcnu\'â di ludoucsja.

ll



BAB I PENDAIIUL UI\N 12

2. Pada umumnya dalam sistem hukum paten dikenal pranata hukum

lisensi wajib. Lisensi wajib merupakan pemberian ijin oleh pihak

yang berwenang2o kepada pihak ketiga uniuk melaksanakan paten,

tanpa persetujuan pihak pemegang paten.

Berdasarkan UU Paten 2001, sistem pemberian lisensi wajib

kepada pihak ketiga sulit dilaksanakantt, karena persyaratan yang

harus dipenuhi pemohon lisensi yang ketat. Sulitnya pelaksanaan

lisensi wajib oleh pihak ketiga menguntungkan pemegang paten,

karena kemungkinan pengurangan keuntungan atau beralihnya

profit kepada pihak lain dapat dikurangi bahkan dieliminasi.

Pada TRIPs berlaku asas/prinsip non-diskriminasi (non-discrimination

principle). Berdasarkan asas tersebut, negara peserta WIO harus

memberlakukan aturan yang sama bagi pemohon/pemegang paten

asing maupun pemohon/pemegang paten domestik22. Sebagai

penerapan dari asas non-diskriminasi, UU Paten 2001

memperlakukan pemohon asing sama dengan pemohon paten

dalam negeri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon paten

maupun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada

20 Mcnuml Pas.ll 74 UU Patcn 2001, pihak yang mcrniliki wctycnang bagi pcrnberian ijin ìiscnsi
wajib adalah Dircktorat Jcndcr¿¡l HKI.

2r Lilut Pasal ?5 sanrpai denga0 8? UU Patelt 2001, yaug memperlihat-kau sulitrìya persyâratârì
untuk menperoleh lisensi dari pernegang pâten yâlìg tidâk melâksâlukan patenryâ di Ilìdorìesia.

'z2 Pfinsip tersebùl dijabarkan pada Pasal (orticle) 3 dan 4 ?TUP.r. Pasal (arlicle) .J lnelìgatùr tcntang
kev,ajiban liap rÌegara arìggota unfuk urernberikan pcrlindu[gan yâng sârìra atas IIKI rnilik
rvârgî rìegâra anggola lain dclgan I-IKI w¿ìrga uogarâlìyâ seudiri. Somelt¿ra pãsàl (qrticle) 4
berisi âtumr tcntang kewajiban rnrtuk mernberikal koùrlturìgân, kouìaúââtân âtau pcrlakuån
isliuìewâ socara seketika dâlÌ tanpa syârat kepâda wârga llegarâ ârggota âlìgotâ WIO yang lain
brla pe|lind ngan llKl delgan carâ di âtâs, clibcrikal kcpada \v:ìrg¿ì negata arìggotâ WTO lairì
lertcntu.
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pemegang paten tidak dibedakan, baik pemohon/pemegang paten

tersebut warga negara lndonesia berstatus pengusaha kecil,

maupun pemohon/pemegang paten tersebut adalah warga negara

asing yang tidak berdomisili di lndonesia atau perusahaan trans-

nasional (Trans National Corporations).23 Persamaan perlakuan

serta perlindungan hukum meskipun terdapat keadaan ekonom¡

berbeda, merupakan ketentuan yang menguntungkan kedudukan

pemegang paten yang bermodal kuat, karena dengan kedudukan

yang kuat, kewajiban dan haknya sama dengan pemohon paten

nasional yang bermodal kecil.

Berdasarkan Pasal 7 UU Paten 2001 objek yang dapat dilindungi

paten diperluas. lni berarti makin banyak bidang yang semula

termasuk dalam wilayah publik kini bisa berada dalam penguasaan

individu serta bersifat eksklusif. Perluasan tersebut antara lain

meliputi produk farmasi/obatobatan dan jasad renik.

Akibat obat termasuk objek yang dapat dipatenkan, harga obat

cenderung meningkat karena pembayaran royalti kepada

pemegang paten termasuk dalam komponen harga obat, padahal

obat berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat, yang

seharusnya mendapat perlindungan khusus2a.

'?r Lilìâ1. lebih lâryut Pcrâtr¡rân PsrneliDtah Republik Indonesia Nomor l9 'lahun 2007 Tenlarg
Penrbâlnn Atâs Pc¡âtunn Pemerirtâh Republik Indoncsia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jcnis
Dan l'adf Atas Jenis Penerimaan Ncgara Bukan Pa.jak Yang Bcrlaku Pada Dcpa¡tclncn I{ùktrìt
Dal I{¡k As¿rsi Manusia.

r¡ Suatu contoh scclcrlra¡¡ rucugcnai problema harga obat di l¡tdonesia, dâpât dibâcâ dâri
pclJryât:râl Enìrìlâ SurâhlìrarÌ, doson F¡uuasetik¿ d¡l Faulasi Rr¡mah salcit Jurus¿ur lìallasi

l3

4.
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Efek perlindungan paten terhadap obat-obatan dikhawatirkan oleh

Joseph E. Stiglitz25:

"Dewan Penasehat Ekonomi juga khawatir bahwa
perlindungan baru ini bisa mengakibatkan mahalnya harga
obat di negara-negara berkembang, dan dengan demikian
merampas obalobatan yang sangat dibutuhkan oleh mereka
yang miskin dan jatuh sakit. Kami khawatir bila Putaran
Uruguay ditandatangani, yang sesungguhnya kita tanda
tangani adalah akta kematian ribuan orang di negara-negara
berkembang yang akan kehilangan obalobatan penyambung
nyawa".

Disebutkan dalam UU Paten 200'l bahwa jasad renik (living

oryanism) merupakan objek tidak dikecualikan dari perlindungan

paten26. Jasad renik merupakan organ hidup (living organism),

termasuk di dalamnya sel yang diperoleh dari rekayasa genetika.

Perluasan perlindungan paten hingga meliputi jasad renik potensial

menimbulkan masalah, antara lain objek semula berada dalam

penguasaan publik menjadi mungkin dikuasai oleh individu.

Di samping itu, di dalam praktik, beberapa kali terjadi upaya

pematenan (pengajuan permohonan paten) oleh perusahaan besar

/ perusahaan trans-nasional sekedar berupa modifikasi proses

pembuatan dari bahan alam yang sudah dìlakukan puluhan tahun di

U iversitas Padjadjzuan. Bandrng scpcrti tcrtulis pada Hatiau Kompas, cdisi 7 Novcmbcr 2006:
" .. . . Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatal, di rnasa tnendalang harga obat palen tidak boleh
rigâ kali lipâl harga obat generik". Hal ini mcnuljukkan b¿ìhwa saat ini harga obat pateû
lnelebihi tiga kali lipat dari harga obat gcncrik (obat geuerik adalalt jenis obat yang tidak
dirniliki secara eksklusif oleh seseorâng, sshingga obat tersebut dapât diproduksi dan dipasarkan
tanpa momilltâ ijin khusus kepada pilìâk tcrtcntû scperli yâng terdâpât pâda objek paten)

25 
.lr.t,reph t.stigtirz, op cit, hlln 221. Mcnilìgk¿lrviì lìârga obât sebagai akibat perlindungi r patelr

âtâs obât-obâ1ânjuga dapat dililìat pada Muhanad Djumhaùa, Perkenhangan l)oklrin dan'l'eori
Pe.rlindungan Uak Keka.¡,aan Inlclektuel, PT Cit¡a Adilya Bak{i, Baudung, 2006, hltn 108.

26 Pasal 7 UU PâtoÍr 2001 rììcngalur lerìtarg irvensi yang ticlak dibcrikan paten. Jasad ¡enik
dikecualikal dari objek yâng dikccr¡âlikân tcrscbul, sclìingß:! jasad leuik terurasuk objek yang
dapâ1 diboi ikârì patcn

14
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negara asal bahan alam tersebui, yang umumnya negara

berkembang, terutama negara berkembang yang kaya dengan

kekayaan hayati.

Kasus terkenal mengenai hal ini adalah kasus Neem tree yang

patennya dimintakan oleh perusahaan Amerika W.R. Grace alas

proses ekstraksi minyak yang berasal dari pohon Neeø untuk

pestisida dan fungisida, padahal penggunaan minyak yang berasal

dari pohon Neem sudah digunakan ratusan tahun oleh masyarakat

lndia.27

Kasus mirip juga pernah terjadi di Indonesia yakni kasus

perusahaan Shrseldo-Jepang yang berusaha mematenkan

penggunaan ramuan yang berasal dari rempah rempah yang telah

digunakan secara turun temurun di lndonesia untuk penggunaan

kosmetik2s.

Rangkaian uraian di atas memperlihatkan bahwa keberadaan UU

Paten 2001 tidak lepas dari tekanan negara maju yang membutuhkan

kepastian mengenai perlindungan paten bagi warga negara / perusahaan

yang berbas¡s di negaranya, berpengaruh terhadap isi perlindungan

hukum yang lebih memihak dan menguntungkan pemegang paten yang

dalam kenyataannya mayoritas dimiliki oleh perusahaan-perusahaan

27 l-ihat lrttp://en.wrkipcdia.orglwiki/Bio-piracy , yârìg diakses tanggàl 24 Novenrbcr 2006 dan
Varrdana Shiv¿, North-South conflrct,^ in Intellechal |r.opert_)) ÌLights, pada

," http://rvub grccrrs or 6/s-r/2 5/2 5 - l 4,ihtml, yang di.rhscs tânggâl l3 Noventbcr.2006' C. Rirt lludiningsi\ A,laktn Keberltq.silan I'entbatctlan P(lten Shisaido, dalarn lraria¡ Kornpas,
cdisi 17 JUL 2002.
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transnasional.2s Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah dengan

pemberian perlindungan yang lebih memihak ke pada kepentingan

pemegang paten dan perluasan objek yang dapat dikuasai paten, aspek

kepentingan masyarakat lndonesia atau fungsi sosial bagi masyarakat

lndonesia cukup menjadi perhatian dalam UU Paten 2001?

Kedua, pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak milik atas

sesuatu. Secara umum, hak milik individu diakui dan dilindungi oleh

hukum. HKI termasuk di dalamnya paten sebagai suatu bentuk

kepemilikan (hak milik) yang diperoleh dari kreativitas intelektual juga perlu

mendapat perlindungan hukum. Sekalipun demikian, tidak berarti bahwa

hak milik tersebut dapat digunakan tanpa batas. Terdapat norma hukum

publìk yang membatasi. Norma hukum publik yang membatasi hak individu

atas objek kepunyaannya sering disebut dengan istilah fungsi sosial,

Dengan kata lain fungsi sosial merupakan faktor yang secara khusus

membatasi hak milik.

Dalam hukum positif lndonesia keberadaan fungsi sosial sebagai

hal yang membatasi hak milik antara lain diatur dalam Pasal 36 Undang

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya

disingkat UUHAM), Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960

2e Acltnrad Zcn Unrar Purba, IIak Kekayaan Intalelrtual Pasca 'l'R IPs, P.T. Aluuuri, I]andung, 2005,
Itlm 166. Dengau lncngacu pâdâjurnlah perurohouan paten di Dirok{o¡ât JclÌdcral Hak kekayaan
Ìrìlelektuâl l99l-2000, discbutk¿n bahrva jurnlah pelnohon pâtolì nasional ada 50% d¿ri lot¿ìl

PcL[rohortar. Bord¿ìsarkârì da(a telsebut, _jclas bahrva pcmilik patel di hrdouesi¿¡ didominasi
(sckitâr 95 pcrscn) oleh peuregalìg pâtcn âsirì9.
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tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (selanjutnya disingkat

uuPA).30

lstilah fungsi sosial cukup lazim digunakan dalam kosa kata Bahasa

lndonesia. Penggunaannya yang luas justru mengaburkan arti fungsi

sosial, bila istilah tersebut dikaitkan dengan konteks kepemilikan pada

paten. Dalam kaitannya dengan hak individu pada sistem hukum benda di

lndonesia, konsep fungsi sosial ternyata juga memiliki pengertian ganda,

atau setidaknya memiliki penerapan yang berbeda. M.H. Koesnoe3r

memberi pengertian fungsi sosial yang berbeda secara siknifikan antara

arti fungsi sosial yang membatasi hak milik individu berdasarkan sistem

hukum Perdata Barat, dengan arti fungsi sosial atas tanah menurut hukum

Adat. Menurut konsep pertama fungsi sosial merupakan hal yang

membatasi hak individu, sementara penggunaan istilah fungsi sosial

menurut konsep kedua, fungsi sosial merupakan wadah dari hak milik

Pada konsep pertama, fungsi sosial lahir sebagai reaksi atas sifai

absolut hak milik yang terdapat pada pandangan Barat yang bersifat

individualistis. Menurut cara pandang ini, fungsi sosial membatasi hak

individu terhadap penggunaan hak milik atas barang. Sementara pada

konsep kedua, hak milik merupakan salah satu fungsi dari hak ulayat atau

hak masyarakat, Konsep yang didasarkan pemikiran hak ulayat dalam

hukum Adat memberi arti bahwa negara atau masyarakat merupakan

r0 
Pasal 6 IJUPA: " sclnua luìk atas târulÌ rltcntpùnyai lungsi sosial". pasal 36:3 UUI{AM: ,,Hak
Milik rncrrpunyri fringsi sosill".

rr Ltltrtt lebth lat)it¡t M.lt. Kocstroc, Pengertiân lìrurgsi Sosial tlalâlì Tat¿ì lllrkun lmlo¡esia Dervasa
Ìrrr, ¿rlikcf pirclit IIlrkum NasÌonal, h4ajoloh Lanbago Pentbinaan llul¡unt Na,sional Nonc¡r l0
1'ahun lll Okk¡l¡nr Nr¡t,en¡L¡er Dcse¡¡tl¡ar 1970.
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pemegang hak atas tanah untuk kepentingan masyarakat. Objek/benda

termasuk dalam kekuasaan masyarakaUnegara (ires commune.s). Sifat

kekuasaan negara/masyarakat ini disebut fungsi sosial. Hak milik

merupakan individualisasi atas hak masyarakat, sehingga fungsi sosial

merupakan wadah dari hak milik individu. 32

Dalam UU Paten 2001 tidak ditemukan istilah fungsi sosial. Hal

tersebut berbeda dengan (eks) Undang Undang Paten Nomor 6 Tahun

1989 yang pada bagian penjelasan umumnya menyebutkan bahwa paten

seperti hak milik lainnya mempunyai fungsi sosial.33 Selain ¡tu terdapat

pernyataan dari Tim Lindsey3a dan Emmy yuhassarie3s yang

menyangkal kaitan HK|/paten dengan fungsi sosial. Hal ìni menimbulkan

pertanyaan mengapa istilah fungsi sosial tidak disebutkan pada UU paten

2001 , apakah konsep tersebut tidak relevan hingga tidak perlu diakui,

karena pada akhir masa perlindungan paten secara otomatis cara kerja

teknologi tersebut berpindah ke domein publik, atau keberadaannya diakui

meski tidak disebutkan secara eksplisit.

Menurut sistem hukum paten, lembaga hukum yang melindungi

kreasi intelektual manusia dalam menghasilkan cara kerja baru dalam

bidang teknologi, objek hak atau objek perlindungan hukum dikategorikan

32 lbid hLÌ 25
33 Mirip dcngan Pâterì, padâ perâluran Hâk Cipta juga istilah fulgsi sosial yang tercantr¡nÌ pâdâ

undang u.daug l{ak ci¡ra tahun l9{r2, tidâk dicânlrnnk¿lì lagi pada an'uudemen-ârnaudelnen
perâtur¿u Hak Cipta, juga 1âk talnpâk pada Undang Undang L.lak Cipta vang berlaku sekanng
(Jrdang Undalg Hak Ci)lâ Nomor 19lahun 2002 )

:ra Tiru Lindsey dkk, ÍIak Ke&ayaøn IntelaLtual Suaht Penga¡rlar, P.'f Alulnni, Ilandung, 2002, hlur
14.

r5 Etttttry Yultassarie (ed), I'{ak Kekal'ae¡1 ¡¡¡¿¡.¡,¡ral dan Perlcenhangønrrya, Prosiclilg Rangkâiân
l-okal(aõ,a 'fcrbâtâs Mâsalah-Masalâlì Kepâili{irn Dau Warvasau HÙkum Bisnis L,ainnya,
Kerjasaura anl¿r'a Mahkamah Agrxrg Rl clÍìlì Pusat Pcngkajian Hukunr, hÌm xvii.

18
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pada benda tidak berwujud dan perlindungan hukum terhadap objek hak

bersifat eksklusif untuk jangka waktu terbatas. Karakteristik objek paten

yang berbeda dengan karakteristik benda pada umumnya yang memiliki

wujud konkret. Pada hukum Adat, benda digolongkan atas tanah dan

benda bukan tanah. Termasuk dalam kategori benda bukan tanah adalah

benda-benda seperti rumah, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang yang

semuanya memiliki wujud konkret36

Pada KUH Perdata benda (zaak) terdiri atas benda berwujud dan

tidak berwujud. Sekalipun demikian, benda tidak benvujud dalam arti hasil

kreativitas intelektual manusia yang termasuk dalam lingkup HKI tidak

diatur dalam KUH Perdata.

Sejalan dengan karakteristik objek yang spesifik, sifat hak

pemegang paten pun tidak sama dengan sifat hak milik atas benda-berida

pada umumnya. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan, apakah sistem

perlindungan paten memiliki sistem perlindungan hukum khusus, tidak

sama dengan sistem perlindungan hukum pada hak milik atas benda pada

umumnya, sehingga konsep dan hakikat fungsi sosial yang dikenal pada

hak milik atas benda pada umumnya tidak tepat untuk drterapkan pada

sistem hukum paten,

Berdasarkan rangkaian uraian di atas, perlu dilakukan telaah lebih

lanjut, arti frasa fungsi sosial, konsep dan hakikat fungsi sosial pada

'o Soerjorro Soekanto dan Soeleman B l'akeno, ftuktnt /dal [ntlc¡nesia, CV Raiâtvali, Jakâtu,
1981, hlm 222-224, filenyebufkan bahrva lurkum hak irnm¿le¡ial jüga terdapât dalam hukuur
Adat. Sekalipun demikian, obick yang rnclipu{i benda ìrìuìrâtcril lidiìk sanra bahkau.jaulr belbcda
deugar pcnggolo[gar HKI yârg dil<elal dal¿n hnkullr yang diadopsi dari l]arât. Menurut
pcnulis di atas, dalarn lìrìkuln Adat, ob¡ek yang telmâsuk luk i¡nrnâlc¡il alìlârâ 1âitr urencakup
hak cifla, gelar dar kedudLrkan-kcdùdukân terlcnlu di dalam hr¡kür¡ Adat.

_ 19
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sistem hukum benda di lndonesia. Selaìn itu juga perlu dilakukan telaah

terhadap sejarah perkembangan sistem hukum paten. Telaah ini

diperlukan sebagai bahan untuk melakukan telaah mengena¡ keberadaan

konsep fungsi sosial dan hakikat fungsi sosial pada paten.

Ketiga, meski sebagai anggota WTO lndonesia harus membuat

dan memberlakukan peraturan paten sesuai standar TRlPs, UU Paten

2001 merupakan hukum nasional lndonesia. Sesuai kedudukannya

sebagai hukum nasional, maka UU Paten 2001 harus mampu melindungi

masyarakat lndonesia secara keseluruhan.

Pada Pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan pembentukan

Pemerintahan Negara lndonesia adalah untuk melindungi segenap

Bangsa lndonesia dan seluruh tumpah darah lndonesia. Dalam pemberian

perlindungan tersebut, salah satu dasar yang menjadi ukuran adalah

keadilan sosial bagi seluruh rakyat lndonesia. lni berarti salah satu tugas

pemerintah adalah mewujudkan terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat

lndonesia, sehingga pembentukan dan pelaksanaan hukum di lndonesia

harus menjamin terciptanya hal tersebut.

Berikut pendapat Artidjo Alkostar3T, mengenai pembentukan

hukum nasronal, yang memperlihatkan urgensi keadrlan sosial sebagai

tujuan dari hukum nasional lndonesia,

"Hukum nasional yang dìcita citakan tujuannya adalah hukum yang
mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat. Secara

r7 Artirljo Alkostâr (editor), Identita.s Íhtkunt N¿rrioz¿rl, Fakul(âs IJuku[r UuivcÌsi1as lslaur
hrclonesia, Yogyâkar{â, 1997, xv
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fungsional hukum nasional adalah hukum yang mampu mengayomi,
sebagai sarana ketertiban dan sarana pembangunan".

Di sísi lain, masyarakat lndonesia kini tengah berada dalam

suasana globalisasi. Pada dunia yang bersifat global, terjadi kaitan yang

erat antar negara bahkan dalam globalisasi di bidang ekonomi keterkaitan

kepentingan tidak hanya terjadi antar negara, tetapi juga terlibat dalam

kaitan tersebut perusahaan-perusahan transnasional dan institusi-institusi

internasional seperti WTO, IMF (lnternational Monetary Fund) dan World

Bank. Kenyalaan ini menyebabkan hukum dan kebijakan negara lidak

hanya ditentukan oleh negara yang bersangkutan tetapi juga ditentukan

oleh kekuatan lain di luar negarâ yang bersangkutan3s.

Keberadaan perangkat undang-undang HKI termasuk undang-

undang paten merupakan akibat dari pengaruh interkoneksitas

(interconnectedness) pada globalisasi. lnstitusi WTO, hasil negosiasi

dengan negara-negara maju bahkan keterlibatan perusahaan-perusahaan

transnasional mempengaruhi isi perangkat undang undang HKI Indonesia.

UU Paten 2001 dibentuk untuk menjawab globalisasi terutama di

bidang perdagangan yang bersifat internasional. Akan sulit bagi lndonesia

untuk turut serta terlibat dalam perdagangan internasional bila undang-

undang paten lndonesia dibuat iidak sejalan dengan suasana

perdagangan internasional yang berjalan sekarang ini. Kondisi ini memang

tidak terhindarkan, seperti dikemukakan oleh C.F.G. Sunarjati Hartono3e:

rB l,ihat lcbih lanjLrt pad¿ì Mârlin KIìoq op cr1, hlur 4.
re Srrrraljati I{âr1ono- l'oli/lÀ [ h.rlam lt4enuju Satu Sislem II cun Nasional, Aluuuri, llandung,

1991. hhìì 2.

zl
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"Faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum nasional tidak
semata mata ditentukan oleh apa yang kita cita_citakan, atau
tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau oleh
para teoritisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan oleh perkembangan
hukum di lain-lain negara, serta perkembangan hulium
internasional. Dengan kata lain ada faktor-faktor di luãr jangkauan
bangsa k¡ta, yang ikut menentukan politik hukum masa kini dan di
masa yang akan datang."

Pembuatan peraturan dan kebijakan nasional yang mengikuii

tuntutan global tidak berarti tanpa masalah. Kritik dari Martin Khor berikut

memperlihatkan permasalahan berkurangnya kedaulatan negara akibat

pembuatan peraturan dan kebijakan pemerintah pada era globalisasi.

"Najional policies (...) that until recentty were under the jurisdiction
of Sfafes and people within a country have increasingly õome under
the influence of international agencies and processes or of big
private corporations and.... fhrs has ted to the erosion of nationãt
sovereignty and the ability of governments and peoples to make
choices from option in economics, social and culturat p:ol¡c¡es."4o

Pembuatan peraturan yang mengacu pada kepentingan globalisasi

tidak hanya bermasalah pada kedaulatan negara saja, tetapi penerapan

peraturan secara legalistik juga tidak kurang menimbulkan permasalahan,

sebab bisa berdampak pada ketidakadilan terhadap masyarakat.

Kemungkinan penerapan Undang Undang paten 2001 secara legalistik

bisa terjadi. Berkaitan dengan masalah ini menarik untuk disimak pendapat

yang dikemukakan oleh Bernard Aríef SidhartaaT sebagai berikut:

"Praktek hukum di lndonesia terutama sejak zaman Orde Baru
memperlihatkan sítuasi yang sangat dipengaruhi oleh positivisme
undang-undang (legisme). para praktisi hukumnya sangat
dipengaruhi positivisme hukum, sehingga cenderung berpikir

1o Mlrli¡r Khor. oo cit hlrr 4
1l 

Jlc¡rìitrLl 
_^rjcf sidhrrÌll, Ãa7rrr, Kct/il,;alaron renÍang trcgar(:t IIulú]n, allrkel p¿ldâ JelìteÌâ Juürâl

llrrl,rrnt, l:rlisi ì lìrlrun ll, Lrkjrtfjr. No\cnìbct 2{I)-l
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positivistik atau legistik dalam menjalankan profesinya masing-
masín9".

Sebagai undang undang nasional, Undang Undang Paten 2001

harus mampu melindungi kepentingan masyarakat lndonesia. Tujuan

tersebut bisa tidak terpenuhi, karena kemungkinan kepentingan-

kepentingan asing telah mempengaruhi isi UU Paten 2001 , yang

menyebabkan isi UU Paten 2001 lebih memperhatikan perlindungan

hukum kepada pemegang paten dibandingkan perhatian terhadap

kepentingan masyarakat lndonesia. Permasalahan menjadi lebih besar

bila penerapan Undang Undang tersebut dilakukan secara legalistik.

Seluruh rangkaian persoalan-persoalan di atas, mulai dari

permasalahan pengaruh asing terhadap isi UUpaten 2001 sehingga bisa

menimbulkan persoalan apakah isi undang undang tersebut

berpiha[</memperhatikan kepentingan masyarakat atau tidak, kurang

jelasnya konsep fungsi sosial pada paten di dalam Undang Undang Nomor

2OO1 hingga persoalan wujud perlindungan paten yang potensial

menimbulkan masalah bagi kepentingan masyarakat lndonesia, terutama

jika penerapan peraturan tersebut dilakukan secara legalistik, merupakan

alasan-alasan yang melatarbelakangi perlunya dilakukan ielaah terhadap

asas fungsi sosial pada paten.

Analisis terhadap keberadaan asas fungsi sosìal pada paten

memiliki manfaat bagi penerapan UU Paten 2001 dan pengembangan

hukum paten lndonesia, sehingga penerapan pasal-pasal pada UU paten
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2001 dan perkembangan hukum paten lndonesia dapat mencerminkan

keadilan baik bagi masyarakat maupun pemegang paten.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka judul

penelitian ini, adalah:

"Analisis Normatif Dan Pemanfaatan Asas Fungsi Sosial pada

Paten Bagi Pengembangan Hukum Paten Di lndonesia (Telaah Kritis

Terhadap Undang Undang Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 2001

Tenfang Paten)"

2. Perumusan Masalah

Dalam melakukan analisis terhadap asas fungsi sosial pada paten,

untuk kemudian dimanfaatkan bagi penerapan UU Paten 2001 dan

pengembangan Hukum Paten lndonesia, terdapat beberapa hal yang perlu

ditelaah secara mendalam seperti diuraikan di bawah ini:

Perlama, untuk mengetahui hakikat serta substansi fungsi sosial

pada paten, perlu ditelaah konsep dan hakikat fungsi sosial pada hak

individu atas benda yang berlaku di lndonesia. Telaah atas konsep fungsi

sosial dilakukan meliputi sifat kepemilikan atas benda menurut sistem

hukum Adat, KUH Perdata, UUPA, dan UUHAM.

Penelitian terhadap konsep fungsi sosial pada bidang-bidang

tersebut perlu dilakukan sebab di satu sisi objek yang dikaji memiliki

keterkaitan yang erat dengan paten, yakni objek hukum / benda, di sisi lain
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pengertian dan lingkup fungsi sosial yang digunakan dalam beberapa

bidang hukum tidak sama.

Telaah terhadap penggunaan istilah fungsi sosial pada kepemilikan

atas benda menurut sistem hukum di atas, digunakan untuk meneliti

keberadaan dan hakikai fungsi sosial pada paten sehingga selanjutnya

dapat digunakan sebagai pedoman dalam penggalian dan elaborasi

substansi dari asas fungsi sosial pada paten.

Telaah atas hakikat dan substansi fungsi sosial pada paten juga

dilakukan dengan mengkaji sifat kepemilikan pada paten berdasarkan

sejarah perkembangan paten dan dilengkapi dengan melihat isi pasal

mengenai pengertian kepemilikan di beberapa negara di Eropa.

Kedua, untuk mengetahui pasal-pasal pada UU Paten 2001 yang

bermasalah bagi kepentingan masyarakat lndonesia perlu dilakukan telaah

terhadap hukum paten lndonesia secara keseluruhan terutama isi UU

Paten 2001. Oleh karena sistem hukum paten lndonesia tidak lepas dari

sistem hukum paten internasional, juga dilakukan telaah terhadap dua

perjanjian internasional yang mengatur mengena¡ sistem perlindungan

paten, yakni The Paris Convention for the Protection of lntellectual

Properfy (selanjutnya disebut Konvensi Paris) dan TRlPs.

Telaah mengenai sistem hukum paten dapat memberikan

gambaran menyeluruh mengenai sistem perlidungan dan kewajiban

pemegang paten. Kajian terhadap UU Paten 2001 supaya dapat diketahui

hukum positif mengenai paten di lndonesia. Selanjutnya dengan
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berpatokan atau mengacu pada nilai-nilai dan substansi asas fungsi sosial

pada paten dapat diketahui pasal-pasal yang potensial bermasalah bagi

kepentingan masyarakat lndonesia.

Ketiga, untuk mengetahui bagaimana peran asas fungsi sosial

pada paten dalam penerapan UU Paten 2001 dan pengembangan hukum

paten lndonesia yang memperhatikan keadilan baik bagi pemegang paten

maupun masyarakat lndonesia, perlu dilakukan telaah secara mendalam

mengenai peran asas hukum dalam norma hukum dan peraturan

perundang-undangan, serta permasalahan sistem hukum paten dewasa

ini.

Melalui telaah terhadap pengertian, peran dan manfaat asas hukum,

dapat diketahui bahwa asas hukum bermanfaat dalam menjiwai dan

memberikan arah, acuan atau patokan bagi isi peraturan perundang-

undangan.

Melalui elaborasi atas permasalahan yang terjadi pada sistem hukum

paten dewasa ini, dapat diketahui bagaimana asas fungsi sosial pada

paten dapat bermanfaat dalam menjiwai dan memberi arah pada UU

Paten 2001 dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan

paten.

Penggunaan asas fungsi sosial pada paten pada penerapan UU Paten

2001 dan pengembangan hukum paten lndonesia bertujuan agar

penerapan UU Paten 2001 dan pengembangan hukum paten lndonesia



I]AI] I PENDÄI{UI,UAN

dilandasi oleh nilai-nilai yang menghargai kepemilikan pada paten dengan

memperhatikan aspek kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, secara ringkas permasalahan penelitian

dalam melakukan studi mengenai "Analisis Normatif Dan Pemanfaatan

Asas Fungsi Sosial Pada Paten Bagi Pengembangan Hukum Paten Di

lndonesia (Telaah Kritis Terhadap Undang Undang Republik lndonesia

Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten)", dapat dirumuskan sebagai

berikut:

Bagaimanakah keberadaan asas fungsi sosial pada paten dan

bagaimana substansi dari asas fungsi sosial pada kepemilikan

paten?

Pasal-pasal manakah pada UU Paten 2001 yang bermasalah

atau potensial bermasalah terhadap kepentingan masyarakat

lndonesia dan potensi masalah apa yang dapat ditimbulkan?

Bagaimana pemanfaatan asas fungsi sosial tersebut bagi

penerapan UU Paten 2001 dan pengembangan Hukum Paten di

lndonesia?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui hal yang merupakan asas fungsi sosial pada paten

dan substansi dari asas fungsi sosial pada paten,

2l
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Mengetahui pasal pasal pada UU Paten 2001 yang bermasalah

atau potensial bermasalah terhadap kepentingan masyarakat

lndonesia dan potensi masalah yang dapat ditimbulkan.

Mengetahui pemanfaatan asas fungsi sosial tersebut bagi

penerapan UU Paten 2001 dan pengembangan Hukum Paten di

lndonesia.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis.

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat dalam

hal:

1 Memperlihatkan bahwa isi UU Paten 2001 tidak murni dibuat

oleh bangsa lndonesia dan bagi kepentingan negara/masyarakat

lndonesia. Keberadaan dan isi undang-undang tersebut tidak

lepas dari pengaruh dan desakan negara maju dan perusahaan

multinasional, yang membutuhkan eksistensi Undang Undang

Paten bagi kepentingan ekonomiibisnis mereka di lndonesìa. Hal

ini mengakibatkan terdapat beberapa permasalahan yang

berkaitan dengan aspek kepeniingan masyarakat pada UU

Paten 200'1 .

Memformulasikan asas fungsi sosial pada paten berikut nilai-

nilai yang menjiwai asas fungsi sosial pada paten, sehingga

dapat menjadi pedoman dalam penerapan UU Paten 2001 dan
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bagi pembuatan kebijakan di bidang paten yang sejalan dengan

keientuan internasional yang mengikat lndonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ¡n¡ diharapkan dapat digunakan oleh

para hakim dan penentu kebijakan publik dalam penerapan UU Paten

2001 dan pembuatan kebijakan mengenai paten, sehingga penerapan

dan pembuatan kebijakan di dalam hukum paten dilakukan dengan

memperhat¡kan kepentingan masyarakat lndonesia, sekaligus

menghormati hak-hak pemegang paten dan tetap sejalan dengan

peraturan paten yang diakui secara internasional.

4. Kerangka Pemikiran

Secara umum pengertian fungsi sosial berarti sesuatu hal yang

berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Dalam hal fungsi sosial

dikaitkan dengan hak individu atas benda, fungsi sosial berarti

pembatasan hak individu oleh karena ada kepentingan masyarakat.

Tujuan keberadaan fungsi sosial dalam konsep yang mengaitkannya

dengan hak individu, adalah untuk menjamin terwujudnya keadilan baik

bagi indivìdu maupun masyarakat. Asas fungsi sosial pada paten memberi

tata nilai terhadap pembatasan hak eksklusif dalam hal ada kepemilikan

pada paten dan tata trilai tnengerrai keberadaan dimensi sosial dalam hal

ada perlindungan paten.

Kerangka pemikiran yang digunakan sebagai acuan dalam

melakukan telaah terhadap asas fungsi sosial pada paten terdiri atas

kerangka hukum dan kerangka teori. Pada kerangka hukum, norma yang
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dipakai untuk memberi nilai pada asas fungsi sosial pada paten adafah

Pancasila dan UUD 1945, terutama Pasal 2BH ayat (4) dan pasal 33 UUD

1945. Pada kerangka teori, doktrin yang digunakan untuk memberi nilai

pada asas fungsi sosial pada paten adalah Teori Keadilan menurut John

Rawls. Di samping itu Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar

Kusumaatmadja, dan Gagasan Hukum Progresif menurut Satjipto

Rahardjo digunakan dalam menelaah pemanfaatan asas fungsi sosial

pada paten dalam penerapan UU Paten 2001 dan pegembangan hukum

paten di lndonesia.

4.1. Kerangka hukum:

Sumber hukum yang digunakan sebagai landasan yang menjiwai

asas fungsi sosial pada paten, yakni Pancasila dan UUD 1945.

1. Pancasila.

Landasan dasar yang menjadi acuan dalam melakukan telaah

terhadap asas fungsi sosial pada paten adalah Pancasila. Dipandang

demikian karena sebagai falsafah bangsa dan negara, pancasila

merupakan rechtsidee (cita hukum) bagi pembentukan hukum di

lndonesia.

Mengenai kedudukan Pancasila sebagai falsafah bangsa, menurut

Bernard Arief Sidhartaa2r

n2 LiIr:¿t lJernãrd Àrrcf fiitlhorh, lleflek.si 'l 
e ntang ,ln.tktur Iluu lhkun, Cy Mandar Ma-ju,

llânduug, 2000, hlur 1tì L
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"Keberadaan (Pancasila sebagai) ciia hukum (tersebut) akan
mempengaruhi dan dan berfungsi sebagai asas umum (guiding
pinciple), norma-kitik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi
dalam penyelenggaraan hukum dan perilaku hukum."

Bahkan menurut C.F.G. Sunarjati Hartono4:

"Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD '1945

menjiwai masyarakat lndonesia, betapapun sudah akan berubah,
baik struktur maupun kultur bangsa lndonesia dalam abad ke-21
ini."

Menurut Soediman Kartohadiprodjo isi/nilai yang terdapat pada

Pancasila merupakan suatu rangkaian bulat dari sila-sila yang terdapat

pada Pancasila. lsi sila-sila tersebui merupakan isi jiwa bangsa lndonesia,

mengenai cara pandang bangsa lndonesia mengenai alam semesta dan

isinyaa. lsi jiwa bangsa lndonesia tersebut merupakan penyerapan atas

nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Adat.

Cara pandang yang bersangkutan mengenai Pancasila

diungkapkan dalam beberapa tulisan pada intinya adalah: a5

Bangsa lndonesia percaya adanya Tuhan, dan Tuhan adalah

pencipta alam semesta termasuk manusia. Manusia diciptakan sebagai

satu umat. Manusia yang merupakan satu umat ini karena kondisi alam,

fisik dan lain lain yang berbeda, menyebabkan tumbuhnya bangsa-bangsa

yang memil¡ki karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tuhan

menciptakan manusia agar manusia memperoleh kebahagiaan. Jalan

¡3 Lilrat C.F.G. Sunârjali Hä¡tono, Ilhineka'l'unggal lkn Sebogai Asos [Iukum bagi Pemltangunan
[Iukutn No,sionol, PT Citra ,Adit),a Bakti, Baldung, 2006, lìhì1 40, lilut juga C.F.G. Sularjati
l7ztrl.orro, l'ol¡lík Hukun lt4anujn.... op cit hhu 92

¡{ Lilrat Socclirrral Kanohadiprodio, ßeberapa Pikiron ,\eltitar Panc:asilq, Alumni, Baldulg l9?0,
hlnr 52 d¡n 56

ns Lìhat Soccliurar Kaltolradiprocljo, lbicl, hlrn 4l -46, lìlnì 56 -58 dan 60 -{1. Acuan yal¡3
diguuakau belsumbcr pada duü karya lulis berbcd:r 1'ang dilcrbilkan nrcujadi scbuah buku.
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untuk memperoleh kebahagiaan dicapai melalui musyawarah dan mufakat.

Manusia yang diciptakan oleh Tuhan tersebut hldup dalam suasana

kekeluargaan.

Sejalan dengan pandangan Soediman Kartohadiprodjo, menurut

Bernard Arief SidhartaÆ

"Pandangan hidup Pancasila bertolak dari keyakinan bahwa
alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia, yang
sebagai suatu keseluruhan terjalin secara harmonis, diciptakan oleh
Tuhan. Kehadiran manusia dikodratkan dalam kebersamaan
dengan sesamanya, namun tiap manusia memiliki kepribadian yang
unik yang membedakan yang satu dari yang lain.......Kodrat
kepribadian ini tidak dapat disangkal tanpa meniadakan kodrat
kemanusiaannya. Tiap manusia dan masyarakat harus mengakui,
menerima, memel¡hara dan melindungi kepribadian tiap manusia
warga masyarakat. Namun, hal itu tidak berarti bahwa kepentingan
tiap manusia individual... harus didahulukan dari
masyarakat.... Jadi, dalam kehadiran dan kehidupannya, manusia
itu tidak terlepas dari ketergantungan pada kebersamaan dengan
sesamanya dalam masyarakat.... Kebahagiaan dan upaya untuk
mewujudkannya tidak dapat terisolasi dari kebahagiaan masyarakat
sebagai suatu keseluruhan".

Pandangan ini memberi landasan/dasar terhadap nilai yang

sejatínya terkandung dalam asas fungsi sosial pada paten. Sesuaí

falsafah yang terkandung pada Pancasila, hak pemegang paten tidak

dapat dipisahkan/diisolasikan dari hak masyarakat.

Hak yang dimiliki pemegang paten sejatinya dijiwai/berlandaskan

pada asas kekeluargaan, yakni asas yang berisi tata nilai yang

a6 Bcrrnrd Arief Si díartà, ReÍeksi...,oÞ cit, lúuì 183. Pandangan yang scjalan, bahkan diakui beliau
sebagai relorrnulasi dari pcrnikiran dan pandaugan Sudirnan Karloh¿diprojo lidak lepas dad
posisi beliau selâku nlautalì nalusisrva dan rnarìlân asistcn dosen Malta Gum tersebul. Sejâlan
pula dcrrgan dua pand¿ngan lokoh di âtâs, lrtcnurut Surìâljati Ilartono dabtnl Apaltah 7'he llule Of
La\.' Il ?, A\'lûni, Barìdung, 1976 hhn 9 I ada dua asâs yarìg tcrkândung dalam Palcasila, yaitu:
clcpendensi tcrludap kehendak Tuhan Yang Maha Esa d¿n interdcpcrìdeilsi autal nlauusia,
sehilgga isr da¡j falsafah irìi bcrsifiìt kekclLrargaal Akibatula, luk scscoraug diterìtrkan olclr
fi¡rìgsi rl:rr¡ lutas )lr¡É diialirnkrn.
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menghargai suasana harmonis dan sebaliknya menghindarkan hal yang

bersifat saling merugikan. Suasana harmonis tercapai karena pada asas

kekeluargaan berdasarkan Pancasila terdapat pengakuan adanya

kesatuan di antara sesama anggota keluarga dan sekaligus pengakuan

perbedaan di antara sesama anggota keluarga.

Hubungan tersebut akan menghasilkan keadilan baik bagi

pemegang paten maupun masyarakat.

2. UUD 1945

Landasan hukum untuk menggali asas fungsi sos¡al pada paten

berpedoman pada UUD 1945, khususnya Pasal 2BH ayat ke (4) dan

Pasal 33 UUD 1945

Berdasarkan Pasal 2BH ayat (4) yang merupakan bagian dari

aturan mengenai Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM), diakui

bahwa individu berhak atas milik pribadi. Hak milik tersebut tidak dapat

diambil sewenang wenang oleh siapapun. Pasal ini memberi landasan

bagi nilai yang sejatìnya terdapat paten, bahwa negara menjamin

eksistensi hak individu pada paten, Hak tersebut tidak dapat diambil

secara sewenang-wenang oleh negara.

Aturan pelaksanaan dari Pasal 28 UUD adalah Undang Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang Ini merupakan

payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang HAM,

sehlngga termasuk pula peraturan perundang-undangan yang
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berhubungan dengan kepemilikan/hak milik. Pada Pasal 36 ayat (3) UU

HAM diatur bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 33 Ayat (1), diakui bahwa ekonom¡

disusun atas dasar kekeluargaaan sementara pada ayat (4) (Perubahan

ke4 UUD '1945) antara lain disebutkan bahwa perekonomian nasional

diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan. Dari kedua aturan tersebut

terlihat bahwa nilai yang menjiwai perekonomian lndonesia adalah nilai

yang menjunjung tinggi rasa persaudaraan, sehingga ini berarti harus

dijauhi nilai-nilai persaingan tidak sehat atau suasana saling bermusuhan.

Pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 diakui eksistensi

penguasaan oleh negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi

negara dan pengakuan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

lni memperlihatkan ada penguasaan negara atas objek tertentu. Sifat

penguasaan negara tersebut memperlihatkan adanya penguasaan negara

terhadap objek tertentu. Sifat penguasaan negara terhadap objek tertentu,

menempatkan objek tersebut tidak dalam kepemilikan pribadi melainkan

dalam penguasaan publik.

lsi Pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan memperlihatkan

pengakuan atas n¡laì-n¡lai kekeluargaan dalam perekonomian, dan dalam

hal tertentu, objek tertentu langsung berada dalam penguasaan publìk.
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4.2. Kerangka Teori

1. ïeori Keadilan menurut John Rawls.

Hubungan antara pemegang paten dan masyarakat pada prinsipnya

merupakan hubungan hak dan kewajiban yang terjadi karena adanya hak

individu pada paten. Hubungan tersebut sejatinya bersifat adil. Nilai

keadilan yang dipandang menjiwai asas fungsi sosial pada paten, adalah

teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Dipandang demikian

karena secara umum menurut teori ini, dalam distribusi keadilan ada

keberpihakan kepada pihak yang lemah, kurang beruntung, atau yang

tersisih (/ess adv a nt ag es).

Menurut John Rawls, terdapat 2 prinsip keadilan, yaitu the liberfy

principle dan fhe difference principle. Menurut prinsip yang pertama, setiap

orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar

yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi

semua. Sedangkan prinsip yang kedua, ketidaksamaan sosial dan

ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidak samaan tersebut

(a) menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung, dan (b) sesuai

dengan tugas dan kedudukan terbuka bagi semua orang di bawah kondisi

persamaan dan kesempaian yang sama.aT

ot A. Soluy Kcral, op cit hlm l55. Lilìâl.jugiì l{obert.L,Jr. H¿ìyman ot al, Jurisprudence Classical
Altd Coltcn]porarJ: FrouÌ Natuml L,alv To Postlnodcmism, West Group A Thornson Cornpany,
St Paul-Minuesota, 2002 hhn 2l Disel¡utkan tcod lìâlvls scbâgai be¡ikul: "/iÌ¡s1: each persltt is
to l¡ove on eryrl righl lo llle npsl exlensíve b(!.t¡c liberly conpaliblc wlh a sinildr libcrl¡,lor
olher,¡. Seconrl: ¡^octal atld ecotrontic iuequel¡lìe,t are le be arranged ,\o lhdl lhey are bolh (a)

reaso abl)) axpe,clccl lo bc. kt e.v<tr.yctne',s adydnlaga, ontl (t) olladted b pos¡lion,\ ond o/fice,t
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Konsep lebih umum dari prinsip keadilan tersebut dapat dijabarkan

sebagai berikut:4

"All social values -libefties and opporfunity, income and wealth, and
the socÌal bases of self respect- are to be distributed equally unless
unequal distribution of any, or all, of these values rs to everyone's
advantage"

Dari deskripsi keadilan di atas, terlihat bahwa John Rawls

mengakui adanya kebebasan dan kesamaan, namun ketidak-samaan

diakui jika hal tersebut berguna bagi keuntungan semua pihak. Nilai

seperti ini kiranya dapat menjiwai asas fungsi sosial pada paten karena

antara pihak pemegang paten dan masyarakat terdapat kondisi yang tidak

sama. Dalam banyak hal pemegang paten memiliki posisi yang lebih baik

dibandingkan masyarakat yang berada dalam posisi "/ess advanfages",

sehingga dalam hal tertentu diterapkan prinsip perbedaan (the difference

principle) untuk keadilan semua pihak.

2. Teori Hukum Pembangunan.

lndonesia tidak bisa menghindar dari globalisasi yang terjadi di

dunia ini. Pada suasana global perdagangan lintas negara merupakan

kenyataan yang tidak terhindarkan. Sebagai akibat, peraturan di lndonesia

juga perlu mengakomodasi kenyataan tersebut.

Menurut teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh

Mochtar Kusumaatmadja, fungsi hukum dalam pembangunan nasional

adatah sebagai sarana pembaruan masyarakat atau sarana

n* llayurau, Roborl.L,JÌ. ct â1, ibid. Irlnr 22
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penlbangunan. Pembaruan masyarakat dengan jalan hukum terutama

melalui perundang-undangan. Hukum diperlukan bagi proses perubahan

termasuk proses perubahan yang cepat yang biasanya diharapkan oleh

masyarakat yang sedang membangun, apabila perubahan tersebut

hendak dilakukan dengan teratur dan tertib4s. Hukum yang baik adalah

hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakai. Untuk

pembangunan perlu pembaruan cara berpikir, sikap hidup dan nilai nilai

yang dianut masyarakat.so

Moclrtar Kusumaatrnadja juga mengingatkan perlunya

menggunakan asas-asas yang terdapat pada UUD 1945 dan pembukaan

UUD 1945 dalam melakukan pembaruan hukum nasional. Antara lain perlu

diingat amanat yang terkandung pada tujuan memperjuangkan

kemerdekaan yakni membangun masyarakat yang bebas dari kemiskìnan,

keierbelakangan dan kebodohan. Diingatkan bahwa kapitalisme yang

liberal tanpa batas, jelas tidak sesuai dengan asas ini yang menyebutkan

keadilan sosial sebagai tujuan penting dalam bermasyarakat dan

bernegara di repubfik ini.51

Dengan menggunakan teori/pemikiran ini sebagai acuan, aplikasi

dari asas fungsi sosial pada paten dalam pemanfaatan asas tersebut bagi

penerapan UU Paten 2001, dan pengembangan hukum paten di lndonesia

adalah kesadaran bahwa keberadaan UU Paten 200'1 dan pembuatan

kebijakan baru dalam bÌdang hukum paten merupakan sarana pembaruan,

49 Lilrat Mochtar Kusumâatmadja, Konscp-Konsep [Iukunt l)r¡lctm Penbattgunan, P.T. Alurnri,
llaudung, 2002, hhn 88-89

50 
lbid hinì to-t I

5ì Ibid lìlnr 11lg
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yakni mengantar lndonesia ke arah modernisasi aturan paten yang

aplikatif dalam situasi dunia yang saling terkait, dengan tetap

memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat lndonesia.

3. Gagasan Hukum Progresif

Gagasan Hukum Progresif merupakan telaah mendalam Satjipto

Rahardjo mengenai fungsi hukum di dalam kehidupan bermasyarakat.

Fungsi hukum dalam pemikiran ini adalah memberikan panduan bagi

manusia tidak memaksakan kehendak. Buah pikiran Satjipto Rahardjo ini

menghendaki agar penegakan hukum tidak hanya bersandar kepada

peraturan perundang-undangan saja. Peraturan dibentuk untuk

kepentingan manusia, sehingga disebutkan bahwa hukum untuk manusia,

bukan sebaliknya.

Gagasan dari hasil pemikiran mendalam Satjipto Rahardjo ini

mengingatkan bahwa bagaimanapun hukum di lndonesia perlu bertujuan

untuk kebahagiaan manusia lndonesia. Dikaitkan dengan asas fungsi

sosìal pada paten, gagasan hukum ini memberikan nilai pada asas hukum

agar peraturan mengenai paten khususnya yang berhubungan dengan

kepemilikan pada paten perlu memperhatikan kepentingan masyarakat

luas, yakni masyarakat lndonesia.

5 Metode Penelitian

Fokus utama penelìtian ini adalah melakukan telaah terhadap

hakikat dari fungsi sosral pada paten, bagaimana substansi fungsi sosial

tò
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pada paten, apa permasalahan fungsi sosial paten pada UU Paten 2001,

serta bagaimana pemanfaatan asas fungsi sosial pada paten.

Untuk mendapatkan jawaban atas seluruh persoalan di atas, perlu

dilakukan langkahJangkah penelitian sebagai berikut:

Pertama-tama, perlu diperoleh jawaban mengenai keberadaan/

eksistensi fungsi sosial pada paten, hakikat fungsi sosial pada paten dan

substansi dari asas fungsi sosial pada paten. Eksistensi fungsi sosial perlu

ditelaah terlebih dahulu karena pada UU Paten 2001 tidak dikenal istilah

fungsi sosial. Selain itu isi UU Paten 2001 yang berasal dari penerapan

standar minimal dari Persetujuan TRIPs memiliki potensi masalah

terhadap kepentingan masyarakat lndonesia.

Untuk mengeiahui keberadaan dan hakikat fungsi sosial pada

paten, dilakukan pengkajian mengenai:

1. Pengertian dan hakikat fungsi sosial pada kepemilikan benda di

lndonesia;

2. Sifat dan tujuan perlindungan paten berdasarkan sejarah

perkembangan hukum paten di tempat sistem hukum itu lahir dan

berkembang, yakni di Eropa dan Amerika;

3. Pengertian kepemilikan yang dikaitkan dengan pengertian fungsi

sosial (socra/ function) / kepentingan umum (publlc rnferesf) pada

konstiiusi di beberapa negara Eropa.

4 Eksistensì kepentingan masyarakat I public interest pada UU Paten

200'1 dan TRIPs
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Melalui pengkajian mengenai pengertian dan sifalsifat fungsi sosial

pada hukum Adat, UUPA, KUHPerdata dan Pasal 36 UUHAM dikají sifat-

sifat umum yang terdapat pada masing-masing sistem hukum. Setelah

setiap konsep fungsi sosial pada masing-masing hak mil¡k dielaborasi,

konsep diabstraki untuk memperoleh hakikat fungsi sosial dari hak milik

pada umumnya.

Pada kajian mengenai pengertian hak milik dan aspek fungsi sosial

(kepentingan masyarakat) pada hak milik pada konstitusi di beberapa

negara Eropa, dapat diketahui gambaran yang lebih jelas mengenai

keberadaan fungsi sosial (kepentingan masyarakat) pada kepemilikan

benda yang berlaku secara universal.

Pada penelitian sejarah lahirnya sistem hukum paten d¡telaah

bagaimana sifat perlindungan paten, alasan perlindungan dan

perkembangan sistem perlindungan paten. Dari hasil kajian ini dapat

diketahui bagaimana urgensi aspek kepentingan masyarakat pada

pemberian perlindungan paten. Selanjutnya melalui pengkajian mengenai

keberadaan aspek kepentingan masyarakat pada UU Paten 2001/ÏRlPs

dapat diketahui makna dari kepentingan masyarakat pada paten,

Berdasarkan hasil kajian dari empat aspek yang berbeda, dapat

disimpulkan eksistensi/keberadaan dan sifat dasar/fundamen dari fungsi

sosial pada paten. Hakikat fungsi sosial pada dasarnya juga merupakan

asas hukum.
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Untuk mengetahui substansi/karakter khas pada asas fungsi sosial

pada paten dilakukan telaah terhadap faktor-faktor ril dan faktor-faktor

ideal pada bentuk kepemilikan pada paten. Faktor ril adalah norma-norma

mengenai paten yang berlaku umum, sedangkan faktor ideal adalah tata

nilai yang terdapat pada Pancasila, UUD 1945 dan teori keadilan John

Rawls.

Kedua, setelah substansi asas fungs¡ sosial pada paten diformulasi

dari faktor ril dan ideal pada paten, dapat dilakukan kr¡tik atas UU Paten

2001. Pada kritik tersebut ditelaah masalah fungsi sosial pada isi UU

Paten 2001 . Oleh karena sifat kepemilikan pada paten yang bersifat khas,

berbeda dari kepemilikan pada benda berwujud, maka permasalahan

fungsi sosial pada paten ditinjau ketika perlindungan paten belum

diberikan, pada masa perlindungan paten, dan setelah masa perlindungan

berakhir.

Ketiga, hasil kajian mengenai hakikat dan substansi asas fungsi

sosial pada paten dapat digunakan bagi penerapan UU Paten 2001 dan

pengembangan hukum paten di lndonesia. Agar penerapan dan

pengembangan Hukum Paten di lndonesia dapat sejalan dengan sistem

hukum paten yang berlaku umum di dunia internasional namun sekaligus

bermanfaat bagi masyarakat lndonesia, pandangan dari Mochtar

Kusumaatmadja dan Satjipto Raharjo dijadikan arahan I panduan.

4t
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Oleh karena fokus dari pcnelitian ini berhubungan dengan isi dan

makna yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, maka

penelitian ini bersifat normatif dan merupakan penelitian terhadap asas

hukums2. Disebut normatif, karena penelitian ini mengacu pada norma-

norma yang terdapat pada hukum, secara spesifik berupa penelitian yang

secara kritis berupaya menggali, menemukan dan melakukan elaborasi

nilai-nilai pada asas hukum, yakni asas fungsi sosial pada paten. Sebagai

penelitian yang bersifat normatif, penelitian ini pada dasarnya tidak

mengkaji implementasi atau pelaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari,

sebaliknya penelitian ini bertitik tolak pada dogma atau teori yang termuat

dalam sumber data sekunder, sehingga telaah terutama dilakukan

terhadap data sekunder. Sehubungan dengan hal tersebut, secara spesifik

penelitian ini mengkaji nilai-nilai ideal pada paten di lndonesia dan bukan

pada tataran implementatif pelaksanaan nilai-nilai tersebut di masyarakat.

Oleh karena pendekatan yang d¡lakukan untuk memperoleh asas

fungsi sosial pada paten ditarik dari tata nilai yang bersifat umum dan

aturan yang bersifat positif, maka cara berpikir yang digunakan adalah

cara berpikir deduktif dan induktif.

ïumpuan utama penelitian adalah melalui bahan-bahan pustaka.

Bahan pustaka yang digunakan meliputi pustaka bidang hukum dan

52 l,ilrat Socrjouo Sockauto d¿n Sri Mamudji, op cit hlm l4. Kedu¿r pclulis rnenyebutkan Lrahrva

peuclitian hukum norrna tif ¿nlaft,t l¿ilì nìolìcakup peuelitian tcrhadap asas-asas hukt¡m.
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non-hukum. Pada pustaka hukum, bahan yang dikaji meliputi bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

2.

Bahan hukum pr¡mer, berupa peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan paten, antara lain meliputi: Undang Undang Dasar

1945, Undang Undang nomor 14 tahun 200'1 tentang Paten,

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Kitab

Undang Undang Hukum Perdata terutama mengenai Hukum

Benda, UUHAM, Konvensi Paris, dan Persetujuan TRlPs.

Bahan hukum sekunder antara lain meliputi buku-buku dan hasil

penelitian tentang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan

Paten, Hak Kekayaan lntelektual, Hukum Benda, serta buku-buku

yang berkaitan dengan konsep-konsep dasar ilmu hukum.

Bahan hukum tertier meliputi kamus dan ensiklopedia yang dapat

memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah hukum tertentu

yang diperlukan pada penelit¡an ini.

Pada pustaka bukan hukum akan dikaji buku-buku dan hasil

penelitian bukan bidang hukum yang menunjang penelitiaan ini, misalnya

buku buku filsafat, ekonomi dan politik. Sekalipun demikian, kesimpulan

yang dihasilkan tetap merupakan kesimpulan dalam bidang hukum.

Penyajian hasil penelitian bersifat diskriptlf analitis, yakn¡

menjabarkan teori-teori dan konsep-konsep hukum terutama pada bidang

Hukum Benda dan Paten kemudian menganalìsis hasil telaah yang ielah

terjabarkan tersebut

43
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6. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian merupakan disertasi yang terdiri atas 6 (enam) bab,

sebagai berikut:

Bab l: Merupakan bab Pendahuluan. Pada bagian ini dijabarkan

mengenai latar belakang permasalahan yang akan dikaji,

permasalahan yang akan diteliti berikut perumusan masalahnya,

tujuan dari penelitian, kerangka pemikiran penulisan disertasi,

metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab ll: Merupakan bab yang menjabarkan mengenai pemahaman umum

terhadap konsep-konsep penting yang relevan dengan penelitian

ini, seperti keadilan, asas hukum, fungsi sosial dan

kepemilikan/hak milik, serta tata nilai yang seyogianya

melandasi asas fungsi sosial pada kepemilikan paten.

Bab lll: Merupakan bagian yang menjabarkan tentang aspek hukum

paten secara keseluruhan. Pada bab ini dijabarkan dan

didiskusikan mengenai konsep-konsep dasar pada hukum

paten, sejarah perkembangan sistem hukum paten di Eropa dan

Amerika Serikat, isi Konvensi Paris dan Persetujuan TRlPs, dan

peraturan paten di lndonesia.

Bab lV: Merupakan bab yang menjabarkan dan menganalisis mengenai

konsep dan hakekat hak milik dan fungsi sosial pada hak milik

atas benda. Pada bagran ini dibahas mengenai keberadaan'

konsep dan sifat fungsi sosial dalam sistem hukum benda di
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lndonesia, yang meliputi hukum Adat, UUPA, KUH Perdata dan

Pasal 36 UUHAM. Juga ditelaah perbandingan sifat fungsi sosial

dan karakteristik kepemilikan pada hukum benda di lndonesia,

sehingga diketahui hakikat fungsi sosial pada hukum benda di

lndonesia.

Bab V: Pada bab ini dilakukan telaah mengenai hakikat dan substansi

atau sifat-sifat yang memberi ciri pada fungsi sosial pada paten.

Untuk mengetahui hakikat atau esensi dari fungsi sosial pada

paten, dilakukan analisis dengan merujuk hasil analisis

sebelumnya, perihal hakikat fungsi sosial pada benda pada

kepemilikan benda pada umumnya dan tujuan perlindungan

paten berdasarkan telaah sejarah. Selain itu hakikat fungsi

sosial ada paten dieroleh dengan merujuk difinisi hak milik pada

beberapa negara. Setelah hakikat fungsi sosial pada paten

diketahui ditelaah substansi dari fungsi sosial pada paten.

Dengan mengacu pada hakikat dan substansi asas fungsi sosial

pada paten, dilakukan krítisi terhadap pasal-pasal UU Paten

2001, pula dijabarkan pemanfaatan asas hukum iersebut bagi

penerapan UU Paten 2001 dan pengembangan hukum paten

lndonesia.

Bab Vl: Bab ini merupakan bagian penutup dari disertasi. Pada bagian ini

diberikan kesimpulan dari analisis yang telah dibuat serta

saran atau rekomendasi.
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